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16.

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan :

Undang-Undang Nomor 2] Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolosi dan Nipotisme ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 ; '

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan A

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang -

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan



17

18.

19,

20,
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22,

" 23,

24,

28.

26.

27.

28.

Pemerintah Nomor 21Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akutansi Peraerintah .

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 356 Tahun 2005 tentang
Sistem Informas;j Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ; '

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan ;

Peraturan Pcmerintah_Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota -

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Jan Retribusi Dacrah :

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah <
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ;

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuahgan Badan
Layanan Umum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 20106 tentang Perubahan Kedua



atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November
2016.
2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November
2016
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 beserta
perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam
laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.

KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum
PERTAMA Keputusan inj kepada Bupati Rembang.

KETIGA . Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua, A

H. MA KAMIL MZ.



atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib Dewan Perviakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November

2016. .
2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November
2016

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2016

MEMUTUSKAN

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 beserta
perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam
laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.

: Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum

PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

——

H. MAJID KAMIL MZ.



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 22.TAHUN 2016
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1)dan ayat (2

Mengingat :

beserta pasal 10 ayat (1),ayat (2)dan ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
menyebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan
Daerah disusun dalam jangka waktu I(satu) tahun
berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah yang dilaksanakan sebelum penetapan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten
Rembang;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahap
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah;

S. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

MEMUTUSKAN

: Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2017, sebagaimana terlampir.

: Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diktum

PERTAMA Keputusan inj menjadi pedoman dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017

: Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal . 29 November 2016




Lampiran :

Keputusan DPRD Nomor
Tentang Program Pembentukan Peraturan

Daerah Kabupaten Remb.

Tahun 2016

ang Tahun 2017

e T O
MATERI “-————— UNIT/INST | TARGET
| JENIS TENTANG POKOK } PELAKSANAAN [ Penjelasan ANSI PENYAMPAI KETBRANGAN
BARU | LAMA NA atau TERKAIT AN
. Keterangan
L|Rancangan | Perubahan Perubahan V | Tahun 2018; Tarif Lama | Dinhubkom [ Tahun 2017 Perubahan Tarif
Peraturan Kedua atas Tarif sudah tidak | info Kab. dampaknya terhad
Daerah Perda Nomor | Retribusi sesuai Rembang peningkatan PAD
16 Tahun Parkir Di ‘dengan
2011 tentang | Tepi Jalan kondisi
Perubahan Umum ekonomi
Atas Perda saat ini
Kab.Rembang
Nomor 4
Tahun 2010
tentang
Retribusi
Pelayanan
Parkir di Tepi
Jalan Umum |
Rancangan | Perubahan Perubahan V[ Tahun 2018 Tarif Lama | Dinhubkom Tahun 2017 | Perubahan Tarif
Z| Peraturan atas Perda Tarif sudah tidak | info Kab. dampaknya terhad
Daerah Nomor 5 Retribusu sesuai Rembang peningkatan PAD
Tahun 2010 Tempat dengan
tentang Khusus kondisi
Retribusi Parkir ekonomi
Tempat saat ini
Khusus Parkir
) S S S Y




Rancangan | Pengelolaan Pengelolaan \ DPPKAD - Lokasi
Peraturan Tempat Reklame di DPU -  Reklame
Daerah Pemasangan Kabupaten Dinhubkom - Jenis Media
Reklame Rembang info - Jenis Reklan
Inspektorat - Tarif
Satpol PP - Penertiban
KPPT
Rancangan | Ijin Usaha Pedoman \ Tahun 2018 Bagian Tahun 2017
Peraturan Jasa Persyaratan Adm.Pemba
Daerah Konstruksi pemberian ngunan
Ijin Usaha DPU
Jasa KPPT
Konstruksi
di
Kabupaten
Rembang
Rancangan | Perubahan Perubahan Tahun 2017 BUMD se Perubahan nomina
Peraturan Ketiga Atas nominal kabupaten penyertaan modal
Daerah Peraturan penyertaan Rembang untuk PD.BPR BKk
Daerah modal pada ' Lasem mengacu pa
Kabupaten PD.BFR Perda PD,BPR BKK
Rembang BKK Lasem Jawa Tengah yang
Nomor 7 akan dilakukan
Tahun 2011 perubahan di Tahu
tentang 2017
Penyertaan
Modal Daerah
Pada Badan
Usaha Milik
Daerah
Kabupaten
Rembang
PD.BPR BKK
Lasem

PD.BKK




“Koliori dan PT.
Bank

Pembangunan
Daerah Jawas
Tengah
Rancangan | Retribusi Biaya Tahun 2017 i i
Peraturan Pelayanan Retribusi }[c);r];p;ar;n dag
Daerah Tera/Tera Peralatan UMKM
Ulang UTTP Wajib
Tera/Tera
Ulang
Rancangan | Pedoman Pengelolaan Tahun 2017 inperi
Peraturan Penataan dan | dan ' E;gp;ﬂr;ln dag
Daerah Pemberdayaan | Pemberdaya UMKM
PKL an PKL
Rancangan | Perubahan Perubahan Tahun 2017 i
Peraturan Kedua Atas Ketentuan I[()tl’,ll]:lftan rahun 2017
Daerah Perda denda dan
Kabupaten keterlambat rikan
Rembang an pe an
' Nomor 4 pembayaran
Tahun 2009 Lelang
tentang
Pengelolaan
Tempat
Pelelangan
[kan
Rancangan | Pelayanan Tahun 2017 i
Peraturan Ibadah Haji I?gg;z;n Tahun 2017

Daerah




10. | Rancangan Tanggung ] Tahun 2017 4 isiati
Peraturan Jawab Sosial V pskant ReuH 2047
Daerah Perusahaan Di
Kabupaten
Rembang
11. | Rancangan Pengelolaan Tahun 2017 Inisiatif Tahun 2017
Peraturan aset - aset
Daerah hasil PNPM
Mandiri
Perdesaan ‘;
12. | Rancangan | Perlindungan Tahun 2017 ] isiati
S A s Inisiatif Tahun 2017
Daerah Nelayan Di
Kabupaten
Rembang
13. | Rancangan | Rencana Induk Tahun 2017 ] Inisiatif Tahun 2017
Peraturan Pengembangan
Daerah Pariwisata
Daerah di
Kabupaten
Rembang 4

Ditetapkan di: Rembang
Pada tanggal : 29 November 2016




BERITA ACARA

NOMOR :
NOMOR :

900 /2628, 2016
900 /e645/ 2016

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG AN GGARAN

Pada Hari inj Selasa tanggal Dua Pulup Sembilan bylg
Ribu Enam Belas kam)j yang bertanda tangan dibawah inj -

1. H. ABDUL HAFIDZ

2. H. MAJID KAMIL Mz

3. H. GUNASIH, S. E.

4. M. BISRI CHOLIL LAQUF

S. SUMARSIH

n November Dua

Bupati Rembang, dalam ha] ini
bertindak untuk dan Atas nama
Pemerintah Kabupaten
Rembang yang beralamat di Jalan
F. Diponegoro No. 90 Rembang yang
selanjutnya disebyt sebagai pihak
pertama,

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan -
Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

ini ' ' Rakyat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan. Perwakilan
Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :



. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan

perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan
terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal ditandatangani Berita Acara ini,

. PTHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa

Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 November 2016

_—-BUPATI REMBANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
A7 0 5 Belaku, ~. KABUPATEN REMBANG
74" PIHAR 'PERTAMA YA T Selaku,

) %

A
JEE N

Fagf o _Pl}i‘J{\’K‘-KEDUA

H. GUNASIH,S. E.
WAKIL KETUA

M. BISRI CHOLIL LAQUF
WAKIL KETUA

SIH
WAKIL KETUA



SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017
Tanggal, 29 November 2016

L

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang :

Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang :

Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang :

Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se
Kab. Rembang :

Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.
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Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah

terlebih dahulu kita memanjatkan puiji syukur
Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan
Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna
terakhir DPRD, dalam rangka “Pembahasan
Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2017 dalam keadaan sehat wala'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini ijinkanlah saya
menyampaikan ucapan terima kasih kepada
pimpinan dan segenap anggota dewan yang
terhormat atas ketepatan waktu dalam penyusunan
RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2017. ;

Tujuan utama Rancangan APBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2017 adalah
Memperkuat Sinergitas Pembangunan Infrastruktur
dan Konektifitas antar Wilayah untuk
Pengembangan Potensi Wilayah, serta pemenuhan
Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna
Perwujudan Pemerintahan yang Amanah.
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Secara berkelanjutan RAPBD inij mampu

meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas,
efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna
mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap,
transparan, partisipatif dan berkeadilan.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Adapun ringkasan RAPBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
Pendapatan Daerah sebesar Rp.
1.554.462.883.456,- (Satu trilyun lima ratus lima
puluh empat milyar empat ratus enam puluh dua juta
delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus
lima puluh enam rupiah). Belanja Daerah sebesar
Rp.1.738.067.268.368,- (Satu trilyun tujuh ratus tiga
puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta dua
ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam
puluh  delapan rupiah) defisit sebesar Rp.
183.604.384.502,- (Seratus delapan puluh tiga
milyar enam ratus empat juta tiga ratus delapan
puluh empat ribu lima ratus dua rupiah) dan ditutup
dengan Pembiayaan sebesar
Rp.183.604.384.502,- (Seratus delapan puluh tiga
milyar enam ratus empat juta tiga ratus delapan
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puluh empat ribu lima ratus dua rupiah) sehingga

postur RAPBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2017 balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 yang
telah kita bahas bersama semoga mampu
memenuhi harapan dan cita-cita luhur yang telah
kita harapkan bersama.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia
ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten
Rembang menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala
dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.
Semoga amal ibadah saudara dan kita semua
mendapat imbalan pahala yang melimpah dari
Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.

Demikian telah saya sampaikan Pendapat
Akhir Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Dan
selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.



5
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

memberikan  bimbingan dan kemudahan dalam
membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.
Sekian, terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr. wh.

Bupati Rembang

#» H. ABDUL HAFIDZ

H.adirin Sidang Dewan yang Saya hormati,



